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 Pemprov DKI Jakarta Periode 2016-2020 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 

keuangan Pemprov DKI Jakarta yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, 

efisiensi, dan efektivitas atau dengan konsep value for money dan untuk mengetahui 

dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta dengan 

menggunakan indeks kemampuan keuangan. 

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari 

Pemprov DKI Jakarta Khususnya berupa data-data Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Pemprov DKI Jakarta sehingga memberikan gambaran yang cukup 

jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta dengan 

menggunakan rasio ekonomis berada pada tingkat cukup ekonomis hal ini 

dikarenakan masih banyak anggaran belanja daerah yang tidak terealisasi, rasio 

efisiensi berada pada tingkat cukup efisien hal ini terjadi dikarenakan besarnya 

belanja yang dikeluarkan daripada pendapatan yang diterima, untuk rasio 

efektivitas berada pada tingkat efektif hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 

pendapatan yang tidak mencapai target pendapatan. Kemampuan keuangan 

Pemprov DKI Jakarta berada pada kuadran I yaitu tipe paling ideal dan skala indeks 

kemampuan pada tingkat 0,46 yaitu Pemprov dengan kemampuan keuangan daerah 

yang Tinggi. 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, 

Value for Money, Kemampuan Keuangan Daerah 
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Analysis of Regional Financial Performance and Capability Measurement 

DKI Jakarta Provincial Government Period 2016-2020 

 

By: 

Amalia Sari 

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

The research aims to identify and analyze the financial performance on the 

DKI Jakarta Provincial Government measured by using economic ratios, 

efficiency, and effectiveness or by the context value for money and to identify and 

analyze the financial capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government using 

the financial capacity indexs. 

This approach is a descriptive approach to research and presents data 

received from the DKI Jakarta Provincial Government specifically data from the 

Pemprov Revenue and Expenditure so it provides a clear picture for the author to 

analyze and compare the budget with existing theory. 

The results of the study show that the performance of the DKI Jakarta 

Provincial Government using economic ratios is at fairly economical level, this is 

because the are still many unrealized regional budgets, the efficiency ratio is at a 

fairly efficient level. Effectiveness is at the effective level, this show that there is still 

income that does not reach the revenue target. The DKI Jakarta Provincial 

Government financial capacity is in quadrant I, which is the most idea type and the 

capability index scale is at 0,46 level, namely the Provincial Government with high 

regional financial capabilities. 

Keywords: Regional financial performance, economic ratio, efficiency, 

effectiveness, value for money, regional financial capability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan 

hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola 

daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan 

pemerintah daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya masing-

masing. 

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi menurut UU 

No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi 

ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam 

otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik 

dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa 

daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama 

pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua 

yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah 

harus lebih akuntabel dan transparan menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif 

dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi 

pembiayaan atau Financing Reform (Albasiah, 2012). Maka untuk mencapai 

pembangunan suatu daerah diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem 

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didalamnya mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan daerahnya dan pelayanan kepada sosial masyarakat 

(Machmud, 2014).
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Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam oraganisasi sektor 

publik. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah untuk 

mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. 

Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat 

mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-

program yang tidak layak secara ekonomi (Kurniawati, 2016).  

Tuntutan ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 

1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam 

menciptakan good governance, yaitu pemerintah yang bersih, ekonomis, efektif, 

transparan, responsif dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dalam 

organisasi sektor publik harus memperhatikan value for money (VfM) dalam 

menjalankan aktifitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Ekonomi terkait dengan sejauh mana 

pemerintah dapat meminimalisir input resources yang digunakan untuk 

menghindari pengeluaran yang boros, efisien terkait pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai 

output tertentu, dan efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan atau secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan 

output. 

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) 

kemampuan daerah, artinya daerah  harus mampu memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat 

harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi 

sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar 

(Halim, 2007). DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang penerimaan PAD 

nya cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan besarnya PAD yang diterima 

diharapkan DKI Jakarta dapat membiayai sendiri program-program daerahnya 

sehingga DKI Jakarta tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dalam urusan 
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pemerintah daerahnya. Data PAD DKI Jakarta selama lima tahun terakhir tersaji 

sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi PAD Periode 2016-2020 

Tahun 
Pendapatan Asli Daerah 

% 
Anggaran Realisasi 

2016 38.501.784.839.738 36.888.017.587.716 95,81 

2017 41.687.387.826.535 43.901.488.807.743 105,31 

2018 44.350.077.858.844 43.327.136.602.811 97,89 

2019 50.845.081.891.466 45.707.400.003.802 89,90 

2020 38.085.985.616.631 37.414.754.711.193 98,24 
    Sumber: PPID DKI Jakarta 

Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) DKI Jakarta, pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

belum memenuhi target dengan prosentase pencapaian sebesar 95,81%, tahun 2017 

realisasi PAD melampaui target dengan prosentase sebesar 105,31%, sedangkan 

pada tahun 2018-2020 realisasi PAD belum memenuhi target dengan prosentasi 

pencapaian sebesar 97,89%, 89,90%, dan 98,24%. Besarnya PAD yang diterima 

DKI Jakarta seharusnya dapat membiayai program-program daerahnya, akan tetapi 

masih banyak program-program DKI Jakarta yang belum terealisasi. Hal ini dapat 

dilihat dari rendahnya serapan belanja daerah DKI Jakarta selama lima tahun 

terakhir. Berikut data anggaran dan realisasi belanja DKI Jakarta periode 2016-

2020: 

Table 1.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 2016-2020 

Tahun Belanja (%) 

Anggaran Realisasi  

2016 57.149.280.800.656 46.918.496.211.824 82,10 

2017 61.457.200.230.480 50.721.960.241.767 82,53 

2018 74.729.343.746.013 61.063.848.818.057 81,71 

2019 77.010.363.876.861 64.099.287.469.013 83,23 

2020 58.579.713.267.668 51.716.860.929.662 88,28 
      Sumber : PPID DKI Jakarta 

Berdasarkan data tersebut, realisasi belanja daerah DKI Jakarta selama lima 

tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 realisasi 

belanja hanya sebesar 82,10%, pada tahun 2017 realisasi belanja mengalami 

kenaikan akan tetapi tidak signifikan yaitu sebesar 82,53%, pada tahun 2018 

realisasi belanja mengalami penurunan dengan prosentase serapan sebesar 81,71%, 
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sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi belanja mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan dengan prosentasi sebesar 83,23% dan 88,28%. Rendahnya 

realisasi belanja menunjukkan kinerja DKI Jakarta belum ekonomis dalam 

menjalankan program-program daerahnya. 

Selain pendapatan asli daerah, DKI Jakarta juga menerima dana dari 

pemerintah pusat guna untuk membantu membiayai program-program daerahnya, 

dengan adanya dana dari Pemerintah Pusat seharusnya DKI Jakarta dapat 

membiayai seluruh program-program daerahnya akan tetapi masih banyak program 

daerahnya yang tidak terealisasi. Berikut data anggaran dan realisasi total 

pendapatan DKI Jakarta periode 2016-2020: 

Table 1.3 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan  

Periode 2016-2020 

Tahun Pendapatan (%) 

Anggaran Realisasi  

2016 57.161.248.465.732 53.784.706.312.513 94,09 

2017 62.517.744.026.535 64.823.887.369.820 103,69 

2018 65.809.931.722.844 61.235.824.747.633 93,05 

2019 74.997.497.375.481 62.300.679.833.068 83,07 

2020 57.234.618.765.469 55.887.004.237.727 97,65 
     Sumber: PPID DKI Jakarta 

 Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan pada tahun 2016 belum 

memenuhi target dengan prosentasi pencapaian sebesar 94,09%, pada tahun 2017 

realisasi melampaui target dengan penerimaan sebesar 103,69%, pada tahun 2018 

dan 2019 realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan prosentasi 

pencapaian sebesar 93,05% dan 83,07%, pada tahun 2020 DKI Jakarta berhasil 

menaikan realisasi pendapatan dengan penerimaan sebesar 97,65%. Dari data 

tersebut menunjukkan kinerja DKI Jakarta masih terdapat kinerja yang belum 

efisien dan efektif dimana realisasi belanja pada tahun 2019 lebih besar dari 

realisasi pendapatan. 

 Kinerja pemerintah daerah menjadi poin penting untuk diteliti. Hal ini 

dikarenakan, dengan meneliti kinerja pemerintah daerah dapat diketahui hasil 

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah 

sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyat 

untuk mencapai kesejahteraan (Mirza, 2012). Hasil pertanggung jawaban kinerja 
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keuangan akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

untuk memastikan kinerja keuangan daerah sudah baik. Oleh karena itu, diperlukan 

pengukuran kinerja keuangan dan kemampuan keuangan guna melihat keberhasilan 

pemerintah daerah mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan 

mengedepankan nilai value for money dan mampu dalam mengelola keuangan 

daerah sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat dan mampu membiayai 

sendiri urusan pemerintahannya (Mustarim, Rosnawitang, dan Akib, 2020). 

1.2 Rumusan Masalah  

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta selama periode 

2016-2020 cenderung meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya 

realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak program-

program daerah DKI Jakarta yang tidak terealisasi. Rendahnya realisasi belanja 

daerah dikarenakan banyak program-program daerah yang terbengkalai, seperti 

program pengendalian banjir yang tidak terealisasi hal ini akan berdampak kepada 

masyarakat ketika banjir melanda pemukiman warga maupun jalanan di Jakarta. 

Kemampuan DKI Jakarta dalam menghasilkan PAD yang besar diharapkan dapat 

mewujudkan otonomi daerah yang tidak bergantung terhadap Pemerintah Pusat 

akan tetapi pada kenyataannya DKI Jakarta masih bergantung kepada Pemerintah 

Pusat untuk membantu membiayai  program-program daerahnya.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio ekonomis 

pada tahun 2016-2020? 

2. Bagaimana kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efesiensi 

pada tahun 2016-2020? 

3. Bagaimana kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efektivitas 

pada tahun 2016-2020? 

4. Bagaimana kemampuan keuangan DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi 

daerahnya? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah DKI Jakarta 

berdasarkan rasio ekonimis pada tahun 2016-2020. 

2. Menjelaskan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah DKI Jakarta 

berdasarkan rasio efesiensi pada tahun 2016-2020. 

3. Menjelaskan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah DKI Jakarta 

berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2016-2020. 

4. Menjelaskan hasil pengukuran kemampuan keuangan DKI Jakarta dalam 

menjalankan otonomi daerahnya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Teoritis, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta 

meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja dan kemampuan keuangan 

daerah DKI Jakarta selama periode yang ditentukan. 

2. Praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemprov DKI Jakarta. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja 

keuangan daerah dan mampu memaksimalkan penerimaan potensi daerah yang 

dimiliki. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, batasan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka, penelitian terdahulu dan 

kerangka penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metedo 

penetuan sampel, sumber data penelitian, metode pengumpulan dan metode 

analisis data. 
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BAB IV Pembahasan 

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pemprov DKI Jakarta, 

analisis kinerja keuangan dengan prinsip value for money, serta menganalisis 

kemampuan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta. 

BAB V Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan oleh 

penulis
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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja 

Pemprov DKI Jakarta selama periode 2016-2020 berada pada kriteria cukup 

ekonomis dengan  rasio ekonomis berada pada tingkat 80%-90% , hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak anggaran belanja daerah terutama 

belanja modal yang tidak terealisasi selama periode 2016-2020 seperti, 

pembebasan tanah untuk ruang terbuka hijau, pembebasan tanah untuk 

waduk, dan lain-lain. Walaupun demikian, Pemprov DKI Jakarta selalu 

berupaya untuk meningkatkan realisasi belanja daerahnya, hal ini dapat 

dilihat dari tingkat realisasi belanja daerah mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan pada tahun 2020 dengan tingkat realisasi sebesar 88,28%. 

2. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan daerah 

Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016 berada pada kriteria cukup efisien 

dengan tingkat efisiensi sebesar 87,23%, pada tahun 2017 berada pada 

kriteria efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 78,25%, pada tahun 2019 

dan 2020 kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria kurang efisien 

dengan tingkat efisiensi sebesar 99,72% dan 92,54%, serta pada tahun 2019 

berada pada kriteria tidak ekonomis dengan tingkat efisiensi sebesar 

102,89%. Kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria tidak efisien 

dikarenakan belanja daerah yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan 

daerah yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan jika dilihat 

secara keseluruhan kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta selama lima 

tahu terakhir berada pada kriteria kurang efisien dengan rata-rata rasio 

efisiensi sebesar 92,13%. 

3. Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan Pemprov 

DKI Jakarta pada tahun 2016-2020 sudah efektif. Kinerja keuangan daerah 

Pemprov DKI Jakarta berada pada tingkat yang sangat efektif terjadi pada 

tahun 2018 dimana tingkat efektivitasnya sebesar 103,69%, akan tetapi pada 
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tahun berikutnya kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta mengalami 

penurunan hal ini dikarenakan penurunan penerimaan pajak daerah  

terutama pajak daerah yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) walaupun demikian kinerja keuangan daerah Pemprov 

DKI Jakarta masih berada pada tingkat efektif dengan rasio efektivitas 

diantara 90%-100%. Adapun selama lima tahun terakhir jika dilihat secara 

keseluruhan kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta berada pada kriteria 

efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 94,31%. 

4. Berdasarkan perhitungan rasio share dan growth terhadap realisasi PAD 

Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016-2020, maka diperoleh rata-rata rasio 

peranan PAD (share) sebesar 75,95% dan rasio pertumbuhan PAD (growth) 

sebesar 101,26%. Dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan 

daerah berdasarkan metode kuadran, maka kemampuan keuangan Pemprov 

DKI Jakarta pada tahun 2016 dan 2017 termasuk kedalam kuadran I, dimana 

konsidi ini merupakan kondisi paling ideal, PAD mengambil peran besar 

dalam total belanja dan Pemprov DKI Jakarta mempunyai kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. Pada tahun 2018 dan 2020 kemampuan 

keuangan daerah DKI Jakarta berada pada kuadran IV, dimana PAD belum 

mengambil peran yang besar dalam Total Belanja. Pada tahun 2019 

kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran III, dimana PAD 

belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, sumbangan PAD 

terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD nya rendah.  

Berdasarkan perhitungan indeks elastisitas, indeks share dan indeks growth 

maka diperoleh Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Pemprov DKI Jakarta 

Tahun 2016-2020 yaitu sebesar 0,46 dan berada pada kategori tinggi hal ini 

memberikan indikasi adanya kesiapan DKI Jakarta dalam era otonomi, 

khususnya dalam tingkat kemampuan dan pengalaman mengelola 

keuangan, kekayaan serta sumber-sumber potensial lain yang dimiliki.  
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1.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut 

1. DKI Jakarta diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran 

belanja daerah yang kurang dimaksimalkan, dan memperhatikan 

pengguanaan anggaran belanja daerah terutama belanja modal seperti 

pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, infrastruktur pengelolaan 

sampah, dan program lainnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat, 

sehingga tidak terjadi pemborosan dana, dapat mengefisiensikan anggaran 

belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang 

diberikan oleh pemerintah dan tidak terjadi penggunaan dana yang 

berlebihan untuk menjalankan program-program daerahnya. DKI Jakarta 

juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga 

dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila 

masyarakat puas terhdap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Selain 

itu DKI Jakarta diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan potensi-

potensi daerah yang dimilikinya seperti potensi penerimaan pajak yang 

berasal dari kendaraan, pajak restoran yang berasal dari rumah makan, dan 

potensi penerimaan retribusi yang bersumber dari pusat perbelanjaan 

sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat dan 

ketergantungan kepada Pemerintah Pusat akan semakin kecil. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan 

menggunakan instrument kuesioner kepada masyarakat sehingga diketahui 

kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan melakukan 

pengamatan langsung ke Pemerintah Daerah, serta melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak terkait dengan menggunakan model pendekatan 

kualitatif.  
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Lampiran 5: Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020 

 

 

 

 

  

 


